PUTUSAN
Nomor 0286/Pdt.GI2017/PA. Tbh

) an it i)
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadill perkara
Ceral Talak pada Pengadilan tingkat pertama, dalam rapat permusyawartan
Majelis Hakim menatubkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antars

umur 24 tahun, agama  Islam, pekeraan
Buruh Hanan Lepas, tempat tinggal di Parit 03 Dusun Tanjung Harapan,
Desa Pulsu Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragin Milir,
sebage PEMOMON,
MELAWAN

umur 31 tabun, agama Islam, pekedaan Ibu Rumah
Tangpa, tempat tinggal  Sungal Gunung Desa Sungai Danai, Kecamatan
Pulau Burung, Kabupaten indragin Hilir, sebagal TERMOHON,
Pengadilan Agama tersebut,
Tolah mombaca dan mempelajart berkas perkar,
Telah mendengar keterangan Pemohon sera memernksa bukt surat
dan sakshsaksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
07 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Tambiahan Nomar 0286/PdtG/2017/PA Toh mengemukakan halhal sebagsi
berikut
1. Bahwa  Pemohon dengan  Termohan adalah  suamiisti  yang
mstangsunghan permikahan pada tanggal 13 Oktober 2012, dan dicatat oleh
Pegawsi Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Burung,
Kapupaten Indragin Millr, Provinsi Risu, sesusl Kutipan Akta Nikah Nomeor .
1300202012, tertanggal 13 Oktober 2012
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2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohan dengan Termohon bertempat

tinggal Parit 03 Dusun Tanjung Harapan, Desa Pulau Burung, Kecamatan

Pulau Burung, Kab, Indragin Milir, Prov. Riau atau dirumah oarang tua

Pamohon sampal dengan Pemphon dan Termohon berpisah, dan selama

menjalani masa.masa pernikahan tersebut, hubungan Pemohon dengan

Termohon berjalan rukun balk sebagaimana layaknya suami istri, dan telah

dikarunial 1 orang anak yang bermama _umur 4

tahun, jenis kelamin laki-laki dan anak wubut dblwuh uuh.ﬂ Tom\ohm

3. Bahwa sejak bulan Oktober 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon

dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi yang penyebabnys |

o Termohon tidak jujur dan tdak keterbukaan kepada Pemohon dimana

Termohon pergi alasan mau berobat dan Termohon meminta izin kepada

B Pemohon untuk pergi berobat ke Tanjung Batu, kabupaten Karimun,
namun setelah kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak kembal
lagi kepada Pemohon, dan beberapa bulan kemudian diketahui biatwa
. ternyata Termohon bacada dirumah orang tua Termohon di Desa Sungai

| Danal, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragin Hilie.

+ . o Dan Juga pada awal tahun 2017 Pemohon mengetahul bahwa
- RS | Tormonhon telah menikah lagi dengan laki-aki lain, |
- 4 Bahwa pada puncak ketidakharmonisan rumah tanggn Pemohon dan
 Termohon setelah beberapa bahwa Termohon berada di rumah orang
tuanya o Sungal Danai, setelah kenadian tersebut, Pemohon melihat dan
menjemput Termohon untuk pulang dan kembali hidup bersama leyaknye

| st samun Termohon tidak mau, den sejek itulah Pemohon dan
semohon piah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 3 bulen, den
‘ ”1m tidak pernah datang untuk melinat Pemobon San

g
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Bordasarkan alasan/dali-dalil tersebut i atas, Pemohon mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan,
agar sogeca memerksa dan mengadili perkara inl, selanjutnya menjatuhkan
putusan sebagal berikut :

FPRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Memberi izin kepads Peamohon Cuntuk menjatubkan
tnlak satu raff terhadap Termohon ~ didepan sidang
Pengadilan Agama Tembilahan,

3. Mamerintahkan Panitera Peangadilan Agama Tembiiahan untuk mencatatkan
putusan perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu
dan menerbitkan akta cersinys,

4. Membebankan biaya perkars menurut hukum,

SUBSIDAIR |

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah
hadir sendin dimuka persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak
puls menyuruh orang lain sebagal wakll atau kuasanya, meskipun menunut
rolaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangken

Bdak temyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halsngan yang sah.

Bahwa Majelis Makim telah berusaha mendamaikan dengan cara
menasehati Pemohon untuk berkumpul kembali dengan Termohon sebagal

B st namun tidak berhasil;

nm oleh karena Tarmohon tidak hadie di persidangan, maka mediasi

 dsmanatkan  oleh  Peraturan  Mahkamah Aoln Repubie

mesia Nomor 1 Tahun 2016 Jo Pasal 154 R Big tidak dapat clakssnakan,
jga keterangan Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Bam pemenksann perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat

) Pamonhon yang inyd 1e18p dipertahankan oih Pemoton: ‘
memperiuat dall  permohonannys,  Pemohon telsh
berups  Fotokopi Buku Kutipan Akta Nekah Nomor
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Kaecamatan Pulau Burung Kabupaten indragin Hilir, tenggal 13 Oktober 2012,
lalu Majelis memerksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya
ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P
Bahwa disamping bukti surat.  Pemohon jugs mengajukan bukt saksi-
saksl sebagai berikut ©
1 umur 59 tahun, agama lslam, pendidikan SO,
pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.04 RW.02, Desa Pulau Burung,
Kecamatan Pulay Burung, Kabupaten Indeagini  Hilie,  saksi  tersebut
memberkan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagal
berikut
~  Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagi Adik
sepupu Pemahon,
Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suamiistri menikah 13
Oktober 2012 di KUA Kecamatan Pulau Burung, setelah menikah
Pemohon dan Termohon bertempat tinggal ol rumah orang  tua
Pemohon di Part 3 Desa Pulau Burung,
«  Bahwa rumah tangga  Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan
harmonis sebagaimana layaknys suami istn,  dikarunial 1 (satu) orang
! ) anak sekarang dalam asuhan Termohon, AR
- Bahwa sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dengan
Termohon fidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering tenadi
perselisihan dan pertengkaran,
.~ Bahwa perselisinan dan perengkaran Pemohon dengan Temohon
dmebabkan karena Termohon tidak jujur kepada Pemobon dan
sekacang Teomohon jugn telah manikah lagi dengan laki-lak e
hingga sekarang inl antare Pemohon dengan Termohon sudah
tempat tinggal selama kurang lebih 3 tabun 3 bulan. Tesmohon
‘ Pemohon,
Pemohon dengan Termohon sudah dupayskan untuk
akan tetap tidak berhasd,

M & don 11 e Put Noemar C0GP GROTTPA Toh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



2. umur 51 tahun, agema Islam, pendidikan $0,
pekeraan tani, bertempat tinggal di Parit 3 RT. 04 RW, 02, Desa Pulay
Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragid Hilie, saksi tersebut
membaerkan keterangan dibawah sumpahnys yang pada pokoknya sebagai
betikut !

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagal
Ayah kandung Pemohon;

< Bahwa Pemohon dengan Termohon adalsh suami-istn yang sah,

setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;

~  Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan

harmonis sebagaimana layaknys suami istrl, dikarunial 1 (satu) orang
anak sekarang dalam asuhan Termohon;

Bahwa kemudian rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak
rukun dan tidak hirmonis lagi sejak bulan Oktober 2013 karena sering
terjadi perselisinan dan pertengkaran,

Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon
disebabkan karena Termohon tidak jujur kepada Pemohon, Termohon
pergl untuk berobat tapl termyata pulang kerumah orang tusnys dan
sokarang Termohon sudah menikah lagi:

«  Bahwa hingga sekarang inl antara Pemohon dengan Termohon sudah
parpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 3 bulan karena
Tarmohon pergl meninggalkan Pemohon,

Batwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayskan untuk
rukun kembali, akan tetapi tidek berhasi,

Babwa Pamohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang

co. Pamohon tetap pada Permohonantys;

s Pemohon selanjutnys menyataksn tidak akan mengajukan

dalaen perkara it dan telah menyampaikan kesimpulannys

e St SebAGAIMANA SURAL PEIMONONANNYA SerA MeMohon

gt utmian putusan ini, Majelis cukup menunjuk
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TENTANG HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sobagaimana diuraikan di ates,
Menimbang, bahwa sesusl ketentusn Pasal 145 ayat (1) dan (2) R Bg jo
Pasal 26 Paraturan Pemerintahy Nomor § Tahun 1876, Pemohon dan Termohon
telah dipanggll secars resmi dan patut untuk menghadap di persidangar,
ferthadop panggilan lersebut Pemohon secars in person telah hadie di
persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang
lain sebagar wakiinys atau kuasanya, maka berdasarken Pasal 148 R Bg
permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek;
Menimbang, bahwa sesual ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1988 tentang Peraditan Agama yang telah diubah yang
kedua kalings dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2000, maka selama
pemerksaan parkars ini Majelis telah berusaha mendamaken dengan cars
menasihatl Pemohon agar rukun kemball dengan Termahon, akan tetapl tidak
berhasi;
Menimbang, bahwa oleh kaena Termohon fidak  hadic,  maka
perdamaian melalul mediast sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor @ 1 Tahun 2016 tdek dapat
: dilaksanakan, begitu jugs keterangan Termohan tidak dapat didengar di
persidangan.
imbang, bahwa  dalam  hal ini  Majelis  Hakim  peru
 mempertimbangkan tentang hubungan hukum antara  Pemohon  dengan
Temmohon terebin dahulu, maka berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah),
Memyata adaiah akta mutentik ferbukti bahwa Pemohon adalsh susmi sah
menkah pada tanggal 13 Oktober 2012, dengan demikian Pemohon
| \ ofang yang berkepentingan dan patut mengadi pihak-
el i,
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+  Termohon tidak jujur dan tidak keterbukaan kepada Pemohon dimana
Termohon pergl alasan mau berobst dan Termohon meminta. izin
kepada Pemohon untuk pergl berobat ke Tanjung Batu, kabupaten
Karimun, namun setelah kepergian Tarmohon tersebut, Termohon tidak
kemball lagl kepada Pemohon, dan beberapa bulan kemudian diketahul
bahwa ternyata Termohon berada dirumah orang tua Termohon di Desa
Sungal Danal, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragin Hilr.
o Dan Juga pada awal tahun 2017 Pemohon mengetahul bahwa
Termaohon telah menikah lagi dengan laki-taki ain,
Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan
alasan permohonannys, Pemohon telah mengajukan bukti berupa Surat (P)
R dan 2 (dua) orang sakst, dan terhadap bukti-bukt mana Majelis akan
' mempertimbangkan berikut ini -

Menimbiang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah), adalah sebagal
vonditio sine quanon, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkaca ini,
sehingga tidak periu dipartimbangkan kembal | ;

Menimbang, bahwa bukti dum orang saksi, ternyata keduanya adalah
prang-orang yang dekat dengan Pamohon dan kedua saksi tersebul telah
T? = * memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan
pengetahuan yang bersumber darl penglihatan dan pendengaran sendin, dan

Keterangan salu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesual
dengan dalikdall dan alasan pokok permohonan Pemohon, dengan demidan
saksisaksl tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan matens
pambuktian. sehingga ketorangan saksieaksi & quo telah dapet Slerms
et bukti yang cukup mendukung kebenaran dati-dsd dan alasan
) Pamonon dalam perkars ini |

3. bahwa darl permohonan Pemohon yang Sdukung buktl.-

takta sebagai berkut
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~ Bahwa swalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis
namun sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah
tidak rukun dan tidak harmonis yang penyebabnya karena Termohon tidak
jujur kepada Pamohon dan sekarang inl Termohon sudah maenikah lag
dengan lvki-laki lain

« Hahwa sekarang inl antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah
tempal tinggal lebih kurang 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulsn karena Termohon
pergi maninggalkan Pemohon,

- Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak
berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut o atas, Majelis
berpendapat dalibdalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti
kebenarannya, dan rumah tangga Pamohon dengan Termohon dipandang telah
sampal pada kondisl pecah (broken mamage) yang sudah sangat sulit untuk
disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagl datam membing rumah
tangga, hal inl sesual dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 |

[ Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan
Termohon dapat dilhat dar fakta di mana telah tegadi perselisihan dan
petengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang berakhir pisah tempat
Aingea! selama 3 (figa) tahun 3 (hga) bulan, serta upaya damai yang dilakukan
bak oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Makim selama pemeriksaan
perkara ini, tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa
antaca Pemohon dangan Termohon sudah sangat sullt untuk disatukean serta
Bak ad lagl harapan akan hidup rukun datam membing rumah Tangoa; :

: ‘Menimbang, bahws selanjutnyi jugs Majelis  Hakim peru  untuk
n dalil syar't dalam ALQuran surat Al-Baqarah ayat 229 yang
Hakimy ambil sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkan o

5 ¢ w 1] "

o T T 3 Pyae Jp 0‘~‘v
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Artinys | “Talak (yang dapal dinguk) flu dua kall, setelah itu boleh dirujuk
dengan cara yang ma'ruf atau menceralkan dengan cara yang
baik";

Dari daill tersebut dapat ditarik pengertian, apabila perkawinan sudah sulit

dipartahanken lagi, maks jalan keluartys adalah percersian dengan cara yang

baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di
atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk dibern izin
mengucapkan fkear talak atas dif Termohon telah memenuhl alasan yang
cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 hurut (b) dan huruf ()
Peraturan Pemerintah Nomor § Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f)
Kompilasi Mukum Istam, olah karena itu sesual ketentuan Pasal 70 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1980 tentang Peradilan Agama yang telah
diubah yang kedus kalinys dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2000,
maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan,

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mamohon supaya
salinan penetapan disampaikan kepada Kantor Urusan Agama tempat tinggal
Pemohon, Termohon dan tempat perkawinan dilangsungkan, maka Majels
Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengaditan Agama Tembilahan untuk
d =~ menyampaiken salinan penetapan ikear talak kepada Kantor Urussn Agama
s yang wilayahnya meliputi tempat  kediaman Pemohon dan Termohon dan
Kantor Urusan Agama ditempat parkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam
daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (1) Undsngundang
Nomar 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dubah uniuk kedus
kaloya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2008, maks semus Diaya
parkarn ini dibebankan kepada Pemohon;

Memparhativan, pasal-pasal dan Undang-Undang Nomer 7 Tatwn 1989
tentang Peradian Agama yang telah diubah untuk kedus kalimys dengan
Undang-undang Nomor 80 Tahun 2009, dan Persturan Penndeng-undangan,
dalil syar] yang berkenaan dengan perkarn int;
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MENGADIL)

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir,

<. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek:

3. Member izin  kepada Pemohon untuk
menjatubkan talak satu rafl terhadap Termohon di
depan aidang Pengadilan Agama Tembilahan;

4. Memerntahkan Panitera Pangadilan Agama Tembilabvan untuk mengirimbkan
salinan Penetapan lkear Talak setelah ikrar talak dilaksanskan kepada
Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragin Hilir,
untuk dicatat pada daftar yang telah disediskan untuk itu;

5 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkare sejumiah
Rp. 816 000 - (Delapan ratus enam belas riby rupiah),

Demikian  putusan ini dijstuhkan berdasarkan  musyawarah  Majelis
Hakim Pengadilan Agama Tembitahan pada hart Kamis tanggal 20 Aprit 2017
Masehi berepatan dengan tanggal 23 Rajab 1438 Hijriyab, oleh kami
Dra, MULIYAMAH, M.MH. sobagai Hakim Ketua Majelis serta  YENI
KURNIATI, S M1 dan  RIKI DERMAWAN, S.H.l. masing-masing sebagal
Hakim Anggota, Putusan mana pada har itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis
dalam sideng terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Angoots
tersebut. dengan  TAHARUDDIN, S.Ag. MM, sebagai Paniters Penggant
hadimya Termohon;
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PANITERA PENGGANTI

N Ly

TAHARUDDIN, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara :
Biaya Pendaftaran = Rp 30.000,-

1

2. Biaya Proses = Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggiian = Rp. 725.000.-

4. Biaya Redaks! = Rp. 5.000,-

plns s o 66?)(())(; (Delapan ratus enam belas
Jumiah = Rp. 816. -

ribu rupiah),
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